
PEMERINTAII IGBUPATEN KOTA WARINGIN BARA TDINAS PBMBERDAYAAN PERE}IPUAN, PERLINDUNGAN ANA,,PENGENDALIAN PTXOUNUX DAN TgiUAi-CN BERENCANA
JIn' IsknndarNo.0s rerp/Fax( 0532 ) 206s177 / 21259 email: @

PANGKALAN BI-N - KALIMANTAN TENGAH 74112

SURAT PEITGANTAR
Nomor l2}2l

Pangkalan Bun, i f Maret 2A2l

Kepada
Yth. Kepala Satuan Organisasi

Perangkat Daerah.
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-

PANGKALAN BUN

DIITASI PSAP2KB
KOTAWARIIYGIN BARAT

Utama Muda 1 IV/c l

Ifo. JEr{IS SURAT/DOKU}rEtr
YAITG DIKIRIM JUMLAH KETERAITGAN

--n- 2 3 4
1

2

Surat Keputusan Bupati
Kotawaringrn Barat
Nomor : 43 Tahun 2021
Tanggal 16 Pebuari 2O2l
tentang Pembentukan
Kelompok Ke{a
Pengarusutamaan Gender
Tahun 2O2l KabuPaten
Kotawaringin Barat

Surat KePutusan BuPati
Kotawaringin Barat Nomor :

44 Tahun 2O21 Tanggal 16

Pebruari 2A2l tentang
Pembentukan Tim Driver
Pengarusutamaan Gender
Tahun 2O2l KabuPaten

Kotawarinsn Barat.

1 (satu) Eksemplar Disampaikan dengan
hormat untuk diketahui
dan bahan selanjutnya
terima kasih.

P2KBDP3A
lU
ol
*

15 198903 2 W7





. BUPATI KOTAWARTNGIN BARA,T

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARIITGIN BARAT
NOMOR 43 TATIUN 2O2L

TENTANG

PEMBENTUKN{ KELOMPOK KER.IA PENGARUSUTAMAAN GENDETI
I{d,BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2O2L

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
201 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah, Pembentukan Pokja PUG.

,b. bahwa berdasarkan pertimbangarl sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2A2O.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat II di Kalimantan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesihan l(onvensi Mengenai Penghapusan Segala
Beniuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(convention on The Elimination of A11 forms of
biscrimination Againts Women) (l'embaran I\regara

Republik IndonJsia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277\;
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3 Undang-U1d*g Nomor 25 Tahun 2OO4 tentangSistem Perencanaan pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indon"esia Tahun 2oo4llomor lO4, Tambahan Lembaran Nega_ra Republik
Indonesia Nomor aa2\;

Undang-U-ndqlg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 'fahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
rnenjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);

4

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8L7l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 23,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Merrteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 201 1 tentang Perubahan Peraturan-r
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927 l; 
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Menetapkan
KESATU

9' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor go Tahun20r5 ter-rtang pembentukan prod*k Hukum Daerah(Berica Negara Republik Indonesia Tahun 20rs Nomor2036); sebagaimana diubah oe"gan peraturan
rvlenteri Dalam Negeri Nomor L2o Tahun 201gtentang Perubahan Atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 80 Tahun 2o1s tentan; plmuentut a.,Produk Hukum 

^D^qer-ah {Berita NJgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 6 Tahun 2oL6 tentang pembentJxan darr
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawarin[in
Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawarngin Barat Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 10 Tahun 2079 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Sl
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor
51);

13. Peraturan Bupati Kotawaringln Barat Nomor 21
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ( Berita
Daerah Kabupaten Kotawarirrgin Barat Tahun 2018
Nomor 2 1);

MEMUTUSI(AN :

Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan dan
keanggotaan s-'bagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Mempromosikan dan memfasilitasi pUG kepada
masing-masing SKPD.
Melaksanakan Sosialisasi dan A.Jvokasi pUG
kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah.
Menyusun Program Keqa setiap tahun.
Mendorong terwujudnya perencanaan dan
penganggaran yan g responsif gender.
Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun.
Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada
Bupati.
Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di
masing-masing SKPD.
Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di
Kabupaten,
Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan
penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
'sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk
Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

, Bupari ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja
'sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.

Segala biaya yang timbul akibat di tetapkanya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Earat Tahun
Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

5:t:lpgL Kerla se.bagaimana dimaksud pada diktumKESATU mempunyai tu-gas sebagai berikut . ---'

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal lf, f I .|'1'r, 
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2.

3.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR..!.i TAHUN 2O21
TENTANG PEMBTNTUKAN I(ELOMPOI(
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
I(ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

susuNAN*'no**rorXiolfffi 
ff^li$J,iXlfff 

urAMAAt{*ENDER

Penanggung jawab

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Koordinator

Sekretan'is

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggcta

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

4

1

2
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4.

5.

6.

8

9

7

10

11

IlIo
JABATAN DALATVI

POKJA

1 32

JABATAN POKOK

Bupati Kotawaringin Barat

Sekretaris Laerah Kab. Ktw. Barat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Ktw. Barat

Kepala Dinas Pemberdal.aan Perempuan
Perlind rrngan'Anak Pengendalian Penduduk rtan
Keluarga Berencana Kab. Ktw. Barat

BIDANG EKO,TOMI

Kepala Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Kab
Ktw. Barat

Kepala Dinas'Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kab. I(tw Barat

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kab. Ktw. Barat

Kepala Badan'Pendapatan Daerah Kab. Ktw. Barat

Kepala Di.ras Perikanan Kab. Ktw. Barat

Keprrla Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan
Perkebunan Kab. Ktw. Barat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Ktw. Barat

Kepala Dinas Penanaman Mo<lal dan Pelayanall
Terpadu Satu.\tap Kab. Kt'*'. Barat

Kepala Dinas Pariwisata Kab. Ktw. Barat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ktv'. Barat

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ktw. Barat

Kepala Dinas Perhubungan IGb. Ktw. Baratt'2. Anggota



Kepala
Daerah

Badt, pengeroraan 
Keuangan cran AsetKab.Ktw.Bara

Camat Arut Selatan Kab.Ktw.Barar

Camat Pangka.lan Lada Kab.KtuBarat

BIDAIITG KTSEJNITERAAIV SOSIAL

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ktw Barat

Kepala Dinas. Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Ktw Barat

Kepala Dinas Sosial Kab. Ktw Barat

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab, Ktw
Barat

Kepala Dinas Pemberdayaan Mas,yarakat rlan Desa
Kab.Ktw Barat

Kepala Din"rs Kependudu.kan dan Catatan Sipil
Kab.Ktw Barat

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kab. KIv Barat

Kepal,a Badar'r Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pel,atihan Kab. Ktw Barat

Kepaia Badarl Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Ktw Barat

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Imanuddin Kab. Ktw.Barat

Camat Kumai Kab.Ktw.Barat

Camat Pangkaian Banteng Kab.Ktw.Barat

BIDAITG POLITIK DAN I{UKUII{

inspektur Kab. Ktw Barat

Sekretaris DPRD Kab. Ktrv Barat

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kab Ktw. Earat

Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kab. Ktw Barat
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Koordinator

Anggota

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

AnggotaKepala Dinas Kominfo Kab. Ktw. Barat
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7

8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab.
Ktw Barat

Camar KoLawaringin l,ama l(ab,Ktw.Barat

Camat Arut Utara Kab.Ktw.Barat

Anggota

Anggota

Anggota

KOTAWARINGIN BARAT,
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARA'T
NOMOR -15 TAHUN 2O2T
TENTAIYG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KTRJA PENGARUSUTAMAAN GTNDTR
I(ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
I(ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

JABATAN DALAI}I
SEKRTTARIA'T POKJA

Kei.ua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

IN BARAT,

NO

I , 3

1

,2

3

4

5.

6

7

8.

9

IO

Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas
P3AP2KB Kah.Ktw.Barat

Kabid Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Bantt

Kasi Peran Scrta Gender Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Kasi Perlindurgan Perempuan Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Kasi Kualitas Hidup Perempua:r Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Kasi Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB
Kab.Knv.Barat

Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Wahyudi.Amd/ Fungsional Umum Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB
Kab.Ktw.Barat

Katarina Rahayu Pennyi Fungsional Umum
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas
P3AP2KB Kalr. Ktw. Barat

. 
JABATAIY POKOK

Anggota
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